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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO

NOMOR : 422/ O] /DPMPTSPKOPUKM /2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO

Membaca Surat permohonan dari Pengelola Lembaga Satuan Pendidikan Formal
TR TUNAS HARAPAN PTPN 6 RIMSA™ Desa Pematang Sapat Kee. Rimbo
Bujang Kab.Tebo Nomor 01/TK PTPNVI/XII/2021 Tanggal 28 Desember
201

Menimbang i bahwa"TK TUNAS HARAPAN PTPN O RIMSA® merupakan lembaga
Satuan Pendidikan Formal vang membantu  Proses  Pendidikan
Anak untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani  dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan
letnh lanjut, untuk keperluan legitimasi lembaga tersebut perlu
mendapatkan  Izin Opernsional Pendinan  Program  Atau  Satuan
Pendidikan Formal,

—
-

bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan  Kabupaten Tebo Nomor 421.9/06/DIKBUD/2022
membenkan Rekomendasi untuk  dapat  diterbitkan  surat  lzin
Operasional Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebaganimann dimaksud dalam
huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo,

Mengingat ¢ 1. Undang-UndangNomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Nasional
(Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 );

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301 |;

b

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 44 38);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan
PraSekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009
Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun
2014 Tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini.
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KEDUA fergriola berusahs untuk melengkaps Standar Namonal Pendudikan ¢

KETIOA e peramsonal Perduian Program Atau Satuan Pendudikan Formal i
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